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Pemanfaatan lahan-lahan TPBP/SUP/TUB 1.
Terdapat  15 titik Konsolidasi Tanah Di Kota  Denpasar. Konsolidasi Tanah  di Kota  Denpasar mulai  tahun  1982 -2005.   Dari 
 konsolidasi tanah  tersebut   terdapat  78  Titik  TPBP  yang tersebar  di  empat kecamatan. 
Berdasarkan  Peraturan  Kepala BPN  No. 4 Tahun  1991  tentang Konsolidasi Tanah Bab Ketentuan Umum , Pasal 1 :   Sumbangan
tanah untuk pembangunan adalah bagian dari obyek Konsolidasi Tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana jalan dan
fasilitas umum lainnya, serta untuk Tanah Pengganti biaya Pelaksanaan . Tanah pengganti Biaya Pelaksanaan adalah bagian dari
Sumbangan Tanah untuk Pembangunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi berupa uang yang
dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah
(DRKK).
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Konsolidasi Tanah terdapat beberapa point yang harus menjadi perhatian yaitu: 

Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang
sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas
lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 
Tanah Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat TUB adalah tanah milik bersama peserta yang dapat diusahakan,
dikerjasamakan atau dialihkan dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama. 
Pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah, yang memuat klausul: menyatakan bahwa
status tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 
Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat
Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan
tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah
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Luas Tanah yang Tidak Sama Antara Data Dengan Eksisting di
Lapangan, dan Dipergunakan Oleh Berbagai Pihak 
TPBP Diluar Kawasan Permukiman 
TPBP di Dalam Pekarangan / Bagian Dari Bangunan 
Pemanfaatan Fisik Sudah Ada Tetapi Belum/Masih Mengurus
Sertifikasi 
TPBP Pemanfaatannya Diajukan Oleh Desa 
TPBP Telah Mendapat Rekomendasi 
TPBP Dimohonkan Untuk Fungsi Lingkungan Tapi Tidak Sesuai
Pemanfaatan
TPBP Sudah Dibangun Tetapi Tidak Bisa Dimanfaatkan Terkait
Dengan Status Lahan
Koordinat TPBP Kurang Tepat Dengan Lokasi 
TPBP Dimanfaatkan untuk Keagamaan, Sosial Budaya dan
Pendidikan

Beberapa kondisi pemanfaatan lahan-lahan TPBP di Kota Denpasar
antara lain :

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
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Besar lahan TPBP didominasi oleh lahan dengan ukuran 0-200 M2
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2. Pengelolaan oleh pemerintah Kota Denpasar pada lahan-lahan TPBP/SUP/TUB

A. Dasar hukum pengaturan antara TPBP dan TUB berbeda. TPBP diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah, sedangkan TUB diatur dalam Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.
Sehingga terkait dengan Pengelolaan perlu untuk dilakukan pemilahan terkait dengan waktu Konsolidasi Tanah dan dasar hukum yang
digunakan. 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, diatur beberapa hal terkait dengan TPBP
sebagai bagian dari Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan yang merupakan bagian dari obyek Konsolidasi Tanah di Kota
Denpasar. Konsolidasi Tanah di Kota Denpasar terjadi dari rentang Tahun 1982-2004, dengan data terdapat 78 titik lokasi TPBP
yang tersebar di Kota Denpasar.
Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan merupakan Bagian dari obyek Konsolidasi Tanah
yang disediakan untuk Pembangunan Prasarana Jalan dan Fasilitas Umum lainnya, serta untuk Tanah Pengganti Biaya
Pelaksanaan. 
Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan merupakan Bagian dari Sumbangan Tanah untuk
Pembangunan yang diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan Pembayaran Kompensasi berupa uang yang dipergunakan untuk
pembiayaan kgiatan pelaksanaan Konsolidasi Tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah. TPBP yang
merupakan bagian dari sumbangan tanah untuk pembangunan yang diperuntukan bagi pembiayaan pelaksanaan Konsolidasi
Tanah, diserahkan penggunaannya kepada peserta yang memiliki persil tanah terlalu kecil atau kepada pihak lain dengan
pembayaran Kompensasi berupa uang yang jumlahnya disetujui oleh Para Peserta Konsolidasi Tanah.
Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Besarnya Sumbangan Tanah untuk Pembangunan ditetapkan berdasarkan Kesepakatan
bersama peserta Konsolidasi Tanah dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Daerah.
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2. Pengelolaan oleh pemerintah Kota Denpasar pada lahan-lahan TPBP/SUP/TUB
Berdasarkan Peraturan Permen ARTR/ BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah dijelaskan beberapa hal terkait dengan
TUB, yaitu: 

Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa Tanah untuk Pembangunan merupakan Bagian dari tanah peserta yang diserahkan atau
disediakan bagi pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta Tanah Usaha Bersama sesuai Kesepakatan.
 Pasal 1 Angka 15 menyatakan bahwa Tanah milik bersama Peserta yang dapat diusahakan, dikerjasamakan, atau dialihkan dengan
pihak ketiga untuk kepentingan bersama. Berdasarkan uraian diatas, dapat disampaikan walaupun antara TPBP dan TUB sama-
sama merupakan bagian dari obyek Konsolidasi Tanah, namun terdapat perbedaan dari sisi dasar hukum yang berimbas pada
perbedaan penerapan pengelolaannya di Kota Denpasar. Dimana TPBP yang saat ini di Kota Denpasar teridentifikasi 78 titik TPBP
diatur oleh Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 sedangkan TUB yang saat ini belum ada teridentifikasi di Kota Denpasar,
dan akan diatur sebagai salah satu materi muatan dalam draft Ranperda tentang Pengelolaan Tanah Hasil Konsolidasi Tanah di
Kota Denpasar yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2019. 

Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 dan Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2019, Pada tanggal 24 Januari 1998 terbit Surat
Edaran dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Bali Nomor 420.61-228 dimana salah satu poinnya mengatur tentang 
 pemanfaatan  Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan 
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2. Pengelolaan oleh pemerintah Kota Denpasar pada lahan-lahan TPBP/SUP/TUB

ada salah satu cara yakni dengan melakukan pengendalian dalam bidang tata ruang dan wilayah Kota Denpasar terhadap Bangunan
yang berdiri di lahan TPBP/ TUB yang tidak berizin, termasuk pengendalian terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang lainnya,
misalnya pemukiman kumuh, sepadan sungai, sampai pada pengendalian ruas milik jalan atau ruminja. 

Penanganan permasalahan pelaksanaan Konsolidasi Tanah ditangani oleh Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah. Dalam hal pelaksanaan
Konsolidasi Tanah telah selesai pada tahapan penyerahan surat tanda bukti hak dan pembangunan PSU, penanganan permasalahan
Konsolidasi Tanah ditangani oleh Kantor Pertanahan dan para pemangku kepentingan dengan supervisi dari Kantor wilayah Dalam
hal permasalahan Konsolidasi Tanah tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud uraian diatas sebelumnya, maka
penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan para pihak dan/atau ditempuh melalui Lembaga Peradilan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian TPBP/TUB  di kota denpasar  meliputi  perencanaan, pemeliharanaan
dan pengendalian.  

B. Perencanaan Pengelolaan TPBP/ TUB sebagai hasil Konsolidasi Tanah di Kota Denpasar Sebelum dilakukan pengelolaan terhadap
TPBP/ TUB sebagai hasil Konsolidasi Tanah di Kota Denpasar,  hal yang penting perlu diperhatikan adalah terkait dengan status hukum
dari keberadaan TPBP/ TUB itu sendiri sebagai hasil dari Konsolidasi Tanah. Status hukum yang dimaksud untuk menjamin aspek
kepastian hukum dari TPBP/ TUB itu sendiri. Untuk berita acara pelepasan hak, masih harus dicari arsipnya . Untuk  lahan yang kecil
informasinya sudah pernah diserahkan ke tapem. Untuk itu harus dilakukan penelusuran arsip . Bila tidak ditemukan arsip tersebut 
 harus dicari jalan tengahnya sehingga kewenangan dari Pemerintah  Kota dapat dihadirkan karena  Aspek pengawasan dan
pengendalian tanah hasil konsolidasi tanah  harus didasarkan atas aspek kepastian hukum. 
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